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2.1
Kajian Pustaka
2.1.1
Perpajakan

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara sangat perlu ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkata peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.1
Pengertian Pajak

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang ketatanegaraan maupun dibidang sosial ekonomi.

Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat  yang ditulis oleh Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus, menyatakan bahwa :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

(2007:01)
Pengertian pajak menurut Rachmat Soemitro yang ditulis oleh Sony D. dan S. Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu, menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

(2006:22)

Jadi pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan yang artinya bila hutang pajak tidak dibayar, maka hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan surat paksa, sita maupun juga penyanderaan.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah :

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

b. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari negara secara langsung dapat ditunjuk.

c. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
2.1.1.2
Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pengertian dan ciri-ciri pajak yang telah disebutkan diatas, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)
2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Fungsi Budgetair menurut Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa :

“Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.”

(2005:06)

Sedangkan fungsi budgetair seperti yang ditulis oleh Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan Teori dan kasus, menyatakan bahwa :

“Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.”

(2007:03)

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi budgetair merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penggunaannya diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara.

Fungsi Reguler menurut Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa :

“Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.”

(2005:06)
Sedangkan fungsi reguler seperti yang ditulis oleh Sony D. dan S. Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu, menyatakan bahwa:
“Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, selain itu pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.”

(2006:28)
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi reguler merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mengatur kebijakan dibidang sosial dan ekonomi serta untuk mengubah susunan pendapatan dalam sektor swasta.
2.1.1.3
Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakikatnya memungut dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya.
Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya An Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of Nations yang diterjemahkan oleh Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

1. Equity

2. Certainty

3. Convenience

4. Economy

(2005:13)

Adapun pengertian dari asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Equity

Pemungutan pajak harus adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.
2. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan.
4. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.
Jadi untuk mencapai suatu tujuan pemungutan pajak sangat diperlukan asas pemungutan pajak untuk memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan yaitu pemahaman terhadap pajak tertentu.
2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak
Dalam melakukan pemungutan pajak, Indonesia menganut tiga sistem pemungutan pajak, yaitu official assesment system, self assesment system, dan withholding system.
Adapun Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia dibagi menjadi :

a. Official Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

b. Selft Assesment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
c. Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

(2005:17)

Berdasarkan pada ketiga sistem pemungutan pajak tersebut, wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak itu sendiri.
2.1.1.5 Subjek dan Objek Pajak
Adanya pihak yang dikenakan pajak dan juga yang menjadi sasaran pengenaan pajak dan dijadikan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Maka sasaran pajak harus ditentukan yaitu orang atau dapat dikatakan subjek pajak dan dan penghasilan dari orang yang dikenakan pajak atau dapat disebut sebagai objek pajak.
1. Subjek Pajak
Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Subjek pajak menurut Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau pun di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
warisan belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
c. Badan

Sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatun baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, BUMN atau Daerah dan bentuk usaha lainnya, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan  untuk memperoleh penghasilan.

d. Bentuk Usaha Tetap

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
(2005:57)

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa subjek pajak merupakan orang atau badan yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak, yang terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum dibagi, badan, dan bentuk usaha tetap.
2. Objek Pajak

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak menurut Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut :
“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”
(2005:66)

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek pajak merupakan sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang, yang berupa penghasilan wajaib pajak itu sendiri.

2.1.1.6 Pengelompokan Pajak
Berdasarkan sistem pemungutan yang di anut oleh negara Indonesia, jenis pajak yang dipungut pun beraneka ragam, dan kemampuan daya beli masyarakat saja suadah berbeda. Karena daya beli masyarakat berbeda-beda. Ada yang penghasilannya tinggi maka daya belinya pun tinggi, ada yang daya belinya rendah karena penghasilannya rendah. Untuk memudahkan masyarakat dalam membayar dan berapa jumlahnya berdasarkan kemampuan dan jenis pajak yang ada, maka pajak harus dikelompokan.
Pengelompokan pajak dikemukakan oleh Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Berdasarkan Sifat
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungut
a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut olah pemerintah daerah dan digunakan untuk rumah tangga daerah.

(2002:5)

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa untuk memudahkan masyarakat maka pajak dikelompokan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutnya.
2.1.1.7 Tarif Pajak
Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, harus dilakukan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan tarif pajak agar pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak terjadi kesalahan dan tidak ada pihak yang akan dirugikan.

Tarif pajak yang dikemukakan oleh Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Tarif Marginal
Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak.

2. Tarif Efektif

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

(2005:17)
Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif, yaitu :

1. Tarif pajak proporsional/sebanding

Tarif pajak berupa presentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2. Tarif pajak progresif

Tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenannya semakin besar.
3. Tarif pajak degresif

Persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

4. Tarif pajak tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tarif pajak, para wajib pajak dengan mudah dapat menghitung seberapa besar pajak yang harus mereka bayar.
2.1.2 Penagihan Pajak

Penagihan pajak timbul sebagai akibat dari keinginan beberapa golongan dalam masyarakat yang berusaha untuk menghindarkan diri dari pengenaan pajak yang dapat menimbulkan tunggakan pajak. Tidak dilunasinya uttang pajak tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Oleh karena itu untuk mencairkan tunggakan pajak tersebut maka dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.
Adapun pengertian penagihan menurut Rohmat Soemitro  yang ditulis oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, Teori, dan Isu, menyatakan bahwa :

“Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak.”

(2006:174)
Sedangkan menurut Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas dalam bukunya Penagihan Pajak Di Indonesia disebutkan bahwa pengertian penagihan pajak adalah sebagai berikut :

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.”
( 2006:1)

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dari Kantor pelayanan pajak dalam rangka mengurangi kecurangan dari wajib pajak dalam membayar pajak maka proses penagihan pajak harus dilakukan dengan sistem pengawasan yang baik agar tujuan dari proses penagihan tercapai.
Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak dan atau penanggung pajak dapat dilakukan dengan dua cara berikut :
1. Penagihan Aktif

Penagihan aktif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.
2. Penagihan Pasif

Penagihan pasif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, SKPKB, SKPKBT atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya.
 2.1.2.1Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang ditagih dengan :
1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Surat Keputusan Keberatan

Adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

6. Putusan Banding

Adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
7. Putusan Peninjauan Kembali

Adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.

2.1.2.2 Biaya Penagihan Pajak
Untuk melaksanakan setiap tindakan penagihan pajak memerlukan biaya guna membayar honorarium pelaksana penagihan pajak dan biaya lain yang terkait dengan setiap tahapan penagihan pajak. Hal ini membuat adanya biaya penagihan pajak yang harus ditagih oleh dimana besarnya disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak.

Biaya penagihan pajak menurut Siahaan dan Marihot P. dalam bukunya Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, adalah sebagai berikut :
1. Biaya pelaksanaan atau penyampaian surat paksa yang meliputi biaya harian dan biaya perjalanan jurusita.

2. Biaya pelaksanaan penyitaan, yang meliputi biaya harian dan biaya perjalanan jurusita pajak dan dua orang saksi yang harus ada guna sahnya pelaksanaan penyitaan pajak.

3. Biaya pencegahan dan/atau penyanderaan.

4. Biaya pelaksanaan lelang yang meliputi biaya pengumuman lelang di surat kabar dan media lainnya, biaya lelang, biaya penyimpanan barang yang disita dan biaya lain yang berhubungan dengan lelang.

5. Biaya yang timbul karena penjualan barang sitaan yang tidak dilakukan tidak secara lelang.
(2004:366)
Umumnya biaya penagihan pajak ini dikeluarkan terlebih dahulu oleh negara, mengingat jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya memerlukan biaya tertentu. Kemudian semua biaya yang telah dikeluarkan akan dikeluarkan akan diperhitungkan dan akan ditambahkan pada pajak yang terutang (pokok pajak dan sanksi bunga penagihan pajak). Besarnya biaya penagihan pajak dapat diubah oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian nasional.

2.1.2.3 Pelaksanaan Penagihan

Proses penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang belum lunas sampai dengan tanggal jatuh tempo, seperti dengan adanya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan lainnya, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut :
1. Menegur dan Memperingatkan
Pengertian surat teguran yang dikemukakan oleh Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas dalam bukunya Penagihan Pajak Di Indonesia adalah sebagai berikut :

“Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kepala Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) untuk memberikan peringatan kepada wajib pajak.”

(2006:61)
Berdasarkan pengertian tersebut bahwa surat teguran atau menegur (memperingatkan) merupakan surat yang ditebitkan untuk memberikan kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.
2. Penagihan Seketika dan Sekaligus
Penagihan seketika dan sekaligus yang ditulis oleh FE UNIKOM dan Fortrans, dalam modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu, adalah sebagai berikut :

a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimilki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.

c. Terdapat tanda-tanda penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan atau memekarkan usahanya, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasai ataupun melakukan perubahan dalam bentuk lainnya.

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.

e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(2007:26)
Dapat disimpulkan bahwa penagihan seketika dan sekaligus dilakukan karena wajib pajak akan meninggalkan Indonesia dan tanpa menunggu waktu jatuh tempo.
3. Surat Paksa
Pengertian surat paksa yang dikemukakan oleh Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas dalam bukunya Penagihan Pajak Di Indonesia adalah sebagai berikut :

“Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.”

(200:61)
Berdasarkan pengertian diatas bahwa surat paksa diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah dikeluarkan surat teguran.
4. Pencegahan
Pengertian pencegahan yang dikemukakan oleh Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas dalam bukunya Penagihan Pajak Di Indonesia adalah sebagai berikut :

“Pencegahan adalah larangan bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untu keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan-alasan tertentu. Orang-orang tertentu bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi juga orang asing yang berda diwilayah Indonesia.”

(2006:163)
Dari pengertian tersebut diatas bahwa pencegahan merupakan larangan terhadap wajib pajak untuk keluar dari Indonesia dengan tujuan tidak menimbulkan sewenang-wenang dalam pelaksanaannya.
5. Penyitaan
Pengertian penyitaan yang dikemukakan oleh Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas dalam bukunya Penagihan Pajak Di Indonesia adalah sebagai berikut :

“Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.”

(2006:75)
Berdasarkan pengertian diatas bahwa penyitaan merupakan tindakan untu menguasai barang penanggung pajak yang digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajaknya.
6. Penyanderaan
Pengertian penyanderaan yang dikemukakan oleh Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas dalam bukunya Penagihan Pajak Di Indonesia adalah sebagai berikut :
“Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu.”

(2006:163)
Berdasarkan pengertian tersebut bahwa penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan bagi penanggung pajak ditempat tertentu.

7. Lelang
Pengertian lelang yang dikemukakan oleh Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas dalam bukunya Penagihan Pajak Di Indonesia adalah sebagai berikut :
“Lelang atau menjual barang yang disita adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.”

(2006:125)

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa lelang merupakan usaha untuk melakukan penjualan barang hasil sita dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui pengumpulan calon pembeli.
Jangka waktu penagihan sejak diterbitkan surat teguran sampai dengan pelaksanaan lelang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :
Tabel 2.1
Jadwal Waktu Penagihan Pajak
	No
	Tindak Penagihan
	Waktu Penerbitan
	Implikasi

	1
	Surat Teguran
	7 hari sejak saat jatuh tempo pembayarn seperti tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP telah lewat
	Diberikan jangka waktu 21 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya

	2
	Surat Paksa
	21 hari sejak penerbitan surat teguran telah lewat
	Diberikan jangka waktu 2 x 24 jam kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan

	3
	Surat Perintah Melaksanakan penyitaan
	2 x 24 jam sejak penerbitan surat teguran telah lewat
	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan

	4
	Pengumuman Lelang
	14 hari sejak penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan telah lewat
	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan

	5
	Lelang
	14 hari sejak penerbitan pengumuman lelang telah lewat
	Pejabat dapat segera menggunakan, menjual, dan memindahkanbukukan barang-barang wajib pajak yang disita sebagai pelunasan biaya penagihan dan utang pajak


Sumber : Indonesian Tax Review Vol III/Edisi 33/2004, hal 41
2.1.3 Penerimaan Pajak

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara kita tidak terlepas dari peran aktif dari pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan bagi negara yang cukup kompeten. Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal. 
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan, menyatakan bahwa :

“Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.”

(2002:23)
Adapun pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi dalam internet http://www.bppk.depkeu.go.id/artikelvol4no1_suryadi.pdf April hingga juli 2006 adalah sebagai berikut :

“Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.”

(2006:105)
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Penerimaan pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat ke negara lancar, maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara continue.

Penerimaan pajak seperti ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa :

“Sesuai pengenaannya, pajak dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu :

1. Pajak Negara terdiri dari :

a. Pajak Penghasilan

b. Pajak Pertambahan nilai dan pajak penyetoran atas barang mewah

c. Bea Materai

d. Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pajak Daerah terdiri dari :

a. Pajak propinsi, meliputi :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Pajak Kabupaten/ Kota, meliputi :

1. Pajak Hotel

2. Pajak restauran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan bahan bakar golongan C”

(2002:97)

Jadi dengan adanya pengelompokan pajak berdasarkan penyetorannya, maka penyetoran pajak daerah dan pajak pusat dapat dikelompokan secara baik agar tercipta suatu pembangunan yang merata diseluruh daerah.
2.1.3.1 Tunggakan Pajak
Dalam rangka mendukung tercapainya rencana penerimaan pajak, perlu dilaksanakan intensifikasi kegiatan penagihan pajak secara terpadu, profesional dan berhasil guna. Oleh karena itu, perlu diupayakan pengurang tunggakan pajak secara optimal melalui peningkatan kegiatan operasional penagihan.
Pengertian tunggakan pajak atau utang pajak yang dikemukakan oleh Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas dalam bukunya Penagihan Pajak Di Indonesia adalah sebagai berikut :
“Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat ketetapan Pajak atau Surat Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.”

(2006:1)
Berdasarkan pengertian diatas bahwa tunggakan/utang pajak merupakan suatu pajak yang belum dapat dibayar oleh wajib pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.1.3.2 Pencairan Tunggakan Pajak

Pengertian cair disini mengandung dua pengertian dimana sampai dengan lunas atau bahkan sudah tidak dapat dilakukan penagihan lagi dengan kata lain dihapuskan. Sedangkan pengertian lunas memiliki dua pengetian yakni dengan cara dibayar lunas, baik dibayar dengann uang tunai maupun melalui pembukuan atau dengan cara penjualan sita lelang atas barang-barang milik penanggung pajak. Utang pajak diusulkan dihapuskan apabila tidak ada lagi kemampuan penanggung pajak dalam membayar utang pajak dan tidak adalagi objek sitanya.
Pengertian pencairan tunggakan pajak yang dikemukakan oleh Waluyo dalam bukunya Perpajakan, adalah sebagai berikut :
“Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena :

a. Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak)

b. Pemindahbukuan (Pbk)

c. Pengajuan permohonan pembetulan

d. Pengajuan keberatan/banding

e. Penghapusan piutang

f. Wajib pajak pindah.”

(2003:64)
Adapun penjelasan alasan adanya pencairan tunggakan yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

a. Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan banding yang mengakibatkan bertambahnya piutang pajak.
b. Pemindahbukuan (Pbk). Sebenarnya wajib pajak sudah membayar utang pajaknya, tapi salah nomor rekening, sehingga dianggap belum melunasi utangnya. Oleh karena itu dilakukan pemindahbukuan.

c. Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, surat penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, SPMP, surat perintah penyanderaan, pengumuman lelang dan surat penentuan harga limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan atau kekeliruan yang mengkibatkan berkurangnya jumlah piutang.

d. Pengajuan keberatan/banding yang dikabulkan atas SKPKB/SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.

e. Penghapusan piutang. Dilakukan karena piutang pajak suda tidak mungkin lagi ditagih penyebabny aantara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan, wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah tidak mempunyai kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.
f. Wajib pajak pindah artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi.
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan adanya pencairan pajak maka akan menambah penerimaan negara di sektor pajak.
2.1.4
Hubungan Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Penerimaan Pajak


Pelaksanaan penagihan pajak merupakan proses penagihan pajak yang terutang dan mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipaksakan, artinya tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat digunakan untuk menolak penagihan pajak tersebut.

Penagihan pajak yang terutang oleh wajib pajak harus dilakukan untuk tercapainya realisasi pencairan tunggakan pajak yang mengakibatkan penerimaan pajak kekas negara akan bertambah.


Hubungan pelaksanaan penagihan pajak dengan penerimaan pajak menurut Waluyo dalam bukunya Perubahan Undang-undang Perpajakan dan Reformasi, adalah sebagai berikut :

“Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat, terhadap tunggakan pajak maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa”.
(2000:238)

Untuk itu hasil penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang bersifat umum, artinya pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak agar seluruh masyarakat dapat menikmati dimasa yang akan datang. Jadi semakin optimalnya peranan pelaksanaan penagihan pajak kepada wajib pajak yang menunggak pajak maka akan meningkat pula penerimaan pajak.
2.2 Kerangka Pemikiran

Pemungutan pajak berdasarkan undang–undang mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penyegelan ataupun penahanan.

Realisasi penerimaan pajak khususnya di kantor pelayanan pajak diharapkan dapat tercapai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga dapat menjadi salah satu sumber penerimaan bagi daerah kota Bandung untuk biaya pembagunan. Dalam rangka merealisasikan rencana atau target penerimaan tersebut pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal pajak, secara terus menerus dan berkesinambungan melaksanakan upaya-upaya konkrit dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan. Pemerataan beban pajak, serta penegakan hukum ( Law enforcement) untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar melalui kegiatan intensifikasi wajib pajak. Ekstensifikasi dan intensifikasi subyek dan obyek pajak merupakan jalan pintas (short Cut) yang dialami kemampuannya dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Oleh karena penerimaan pajak tidak setiap tahun mengalami peningkatan, dan itu berdampak kepada sektor pembangunan karena pajak merupakan pendapatan negara yang sangat signifikan yang sangat diandalkan, namun dalam prakteknya sering kali  kita jumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya, sebagai wajib pajak banyak sekali pihak yang merasa dirugikan dengan membayar pajak karena tidak dapat merasakan langsung hasil dari pembayaran pajak yang mereka setorkan. Oleh karena itu banyak wajib pajak yang berusaha mencoba dengan berbagai cara dapat meminimalkan pembayaran pajak.

Adapun pengertian dari pajak sendiri menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2000 menyatakan bahwa :

“Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk  bea masuk dan cukai, dan pajak yangg dipungut oleh pemerintah daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.”
(2007:1)
Untuk menetapkan daya pikul wajib pajak dalam membayar pajak maka harus dilihat dari beberapa jumlah tanggungannya dan bagaimana susunan keluarganya. Dalam menghitung berapa besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak, Indonesia menganut Self Assesment System, terutama untuk pajak langsung seperti pajak penghasilan.

Pengertian Self Assesment System menurut Waluyo dalam bukunya yang berjudul  Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa :

“Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.”

(2005:17)

Jadi dalam Self Assesment System tersebut, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini tentu saja memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengurus masalah pajak. Landasan hukumnya diatur di dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ciri dan cara tersendiri dari system assesment tersebut adalah :

1. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri.

3. Anggota masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang (self assesment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapih, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Bersamaan dengan itu wajib pajak memperoleh pula kesempatan yang luas untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance), baik secara unilateral dengan cara memberikan informasi yang palsu menunda pembayaran, maupun kesempatan lain untuk melakukan penyelundupan pajak secara bilateral dengan cara menyuap petugas penetapan pemeriksa dan penagih pajak dari jajaran instansi pajak.
Alasan-alasan tersebut diatas merupakan tantangan bagi petugas pajak dan administrrasi publik pada umumnya pada negara-negara berkembang, bagaimana memberikan penyuluhan dengan cara melakukan dialog dengan wajib pajak, sehingga kesadaran mereka dapat meningkat dengan cara menekan alasan-alasan tersebut. Tax evasion dan tax avoidence mempunyai akibat yang sama, yakni berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara, atau bahkan tidak ada dana pajak yang masuk kekas negara.

Namun demikian, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan masih sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Pengertian penagihan menurut Rohmat Soemitro  yang ditulis oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, Teori, dan Isu, menyatakan bahwa :

“Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak.”

(2006:174)

Tugas administrasi perpajakan direktorat jendral pajak adalah mengendalikan administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, penagihan dan penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak. Tugas pengawasan tersebut dilaksanakan  dengan melakukan pemeriksaan yang tujuannya ialah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakkan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dengan program pengawasan wajib pajak masih lalai dalam pembayaran pajak, maka dilakukan proses penagihan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh juru sita.

Walaupun DJP telah melakukan program penagihan pajak, tetapi masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, merupakan pertimbangan khusus tentang keluarnya Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan kata lain, Undang–Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dalam hal penagihan pajak, khususnya masalah penunggakan hutang pajak oleh wajib pajak.

Pelunasan utang pajak oleh wajib pajak merupakan salah satu tujuan dari pemberlakuan Undang–undang Nomor 19 Tahun 2000 ini. Untuk menambah ketajaman upaya penagihan pajak, dalam keadaan tertentu terhadap wajib pajak dapat dikenakan penagihan pajak dengan surat paksa yang nantinya akan diikuti penyitaan, pelelangan dan bahkan penyanderaan.
Sedangkan pengertian Penagihan Pajak itu sendiri menurut Undang-undang No. 19 tahun 2000, menyatakan bahwa :

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”
(2007:2)

Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang–undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pada intinya undang-undang tersebut bertujuan untuk :

1.
Membentuk keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib  pajak dan   kepentingan negara.

 2.
Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga termotivasi untuk membayar pajak.

3.
Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Penagihan pajak dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dan mengingat penerimaan pajak merupakan faktor yang sangat penting dan berperan dalam sektor pembangunan nasional. Maka proses penagihan pajak pun harus dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat agar penerimaan pajak yang telah dianggarkan dapat sesuai dengan target yang telah dicanangkan.
Adapun pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi dalam internet http://www.bppk.depkeu.go.id/artikelvol4no1_suryadi.pdf April hingga juli 2006 adalah sebagai berikut :

“Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.”

(2006:105)
Jadi berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan penagihan pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak, karena penagihan pajak merupakan jumlah penambahan bagi keseluruhan dari jumlah penerimaan pajak. Sesuai dengan penjelasan atas undang-undang perpajakan no. 19 tahun 2000  pada bagian umum yang menyatakan bahwa :
“Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat, terhadap tunggakan pajak maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa”.

(2007:14)

Jadi proses penagihan pajak disamping untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bertujuan pula untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mencegah rasa ketidak adilan didalam perlakuan perpajakan diantara sesama wajib pajak. Dengan adanya pelaksanaan penagihan, diharapkan wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan segera memperbaiki jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Proses penagihan pajakpun diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menghindari kewajibanya sebagai warga negara dalam membayar pajak.
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2

Paradigma Penelitian

Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Statistika Untuk Penelitian menyatakan bahwa gambar paradigma diatas merupakan paradigma sederhana. Menunjukan hubungan antara satu variabel independen (X = Penagihan Pajak) dengan satu variabel dependen (Y = Penerimaan Pajak).

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang perlu dibuktikan kebenarannya.
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian ini adalah : “Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas”.
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   HIPOTESIS :


 Terdapat Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas 
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